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Abstrak 

 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat 

penting dalam rangkaian acara di persidangan. Hal ini sangat perlu untuk 

menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik dari 

segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu 

sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah 

terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tindak pidana dengan melihat bukti-

bukti fakta dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini 

adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan 

dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan 

Nomor 34/Pid.B/2017PN.Bms, dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, 

dan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi 

dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, penerapan hukum dalam 

putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms oleh penuntut umum sudah tepat, 

penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai sudah 

tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja 

yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa 

sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Namun, penuntut umum 

dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan 

pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada 

tuntutan penuntut umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi 

pelaku tindak pidana penadahan. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Penadahan. 
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ABSTRACT 

 

Judges consideration in imposing a crime is a main concern in part of events at 

the court. It is very necessary to make a proportional decision and close to a 

sense of justice, wether in terms of the perpetrators of crime, victims of criminal 

acts, and or in the community. For this reason, prior to imposing criminal 

sanctions, the judge should analyze true of event and the evidence in the court. 

The research was conducted by using normative juridical method with descriptive 

analytical research. This study was used secondary data by obtaining literature 

review. Based on the results of research on Decision Number 34 / Pid.B / 

2017PN.Bms, the legal basis of the judge on decision Number 34 / Pid.B / 2017 

/ PN.Bms is the fulfillment of the elements of criminal offense as formulated in 

Article 480 Paragraph 1 of the Criminal Code, and 2 (two) pieces of evidence 

presented at the trial, namely the witness' statement and the defendant's 

statement as legal evidence, but the application of the law in case decision 

number 34 / Pid.B / 2017 / PN Bms by the public prosecutor is correct , the use 

of a single indictment and Article 480 paragraph 1 (one) of the Criminal Code is 

considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, 

namely detention and criminal offense committed by the defendant in accordance 

with the formulation of Article 480 paragraph 1 (one) of the Criminal Code. 

However, the public prosecutor in this case only gave charges for 1 (one) year 

imprisonment and imprisonment sentenced by the judges was relatively lighter 

than the demands of the public prosecutor considered minor to be able to provide 

a deterrent effect for perpetrators of criminal offenses. 

 

Keywords : Judges consideration; Criminal Purpose; Fencing Criminal Offense 

 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga 

negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus 

sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal 

yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan 

Indonesia kedepannya. Salah satu hukum yang berperan penting dalam 

mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum pidana (Moeljatno, 

1982) :   

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – 

larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu 

nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya 

aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana 

tersebut”.  

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah 

mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu 

perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian 
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untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan. Dalam KUHPidana, 

penadahan diatur dalam pasal 480 dan 480 ayat (1) KUHPidana.  

Perbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, 

pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima 

sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu 

barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 

Kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau 

menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang 

yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (Soesilo, 

1998). 

Unsur penting Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tersangka atau terdakwa 

harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari 

kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari 

kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau 

lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, 

menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal (Soesilo, 

1998).  

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 

KUHP, dimana salah satu unsur penadahan adalah unsur kesengajaan (dolus), 

yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat 

menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si 

penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Unsur kesengajaan ini secara 

alternatif disebutkan terhadap unsur lain yaitu bahwa barangnya diperoleh 

dengan kejahatan (Prodjodikoro, 2003).  

Terdakwa Budiarto dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 

34/Pid.B/2017/PN Bms. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan 

membeli sepeda motor hasil pencurian yang mana terdakwa didakwakan telah 

melanggar pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP mengenai penadahan.  

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan bahwa terdakwa 

Budiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana penadahan, mengakui bahwa ia telah membeli sepeda motor dari saksi 

Toyo Yamaha Mio warna Biru tahun 2010 Nopol: B-3576-SNO Noka: 

MH328D20CAJ862163 seharga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) 

tanpa disertai dengan BPKB dan STNK. Terdakwa menyadari harga sepeda 

motor tersebut sangat murah dan rencannya akan digunakan oleh terdakwa 

sendiri. Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil 

kejahatan karena harga sepeda motor tersebut sangat murah dan tidak disertai 

BPKB dan STNK.  

Dari hasil pembuktian di dalam persidangan dan semua unsur tindak 

pidana yang terkandung dalam Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP yakni unsur 

“barang siapa” dan unsur “membeli” telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri 

berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan 

tunggal. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

atas putusan tersebut dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 

34/Pid.B/2017/PN Bms). 

 

Rumusan Masalah 

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas 

Nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms?  

2. Apakah penerapan sanksi pidana penadahan dalam putusan Nomor 

34/Pid.B/2017/PNBms sudah tepat?   

 

Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan   : Yuridis Nomatif 

2. Spesifikasi Penelitian  : Deskriptif Analitis 

3. Sumber Data    : Data Sekunder 

4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan 

5. Metode Penyajian Data  : Uraian teks secara sistematis  

6. Metode Analisis Data  : Analisis Normatif. 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

penadahan dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms 

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) 

di KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta 

dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang 

yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. 

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukanya”. 

 Berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2017/PN. Bms, alat bukti yang 

dihadirkan dimuka persidangan adalah : 

1. Keterangan Saksi  

a) Saksi Teguh Prasetyo.  

b) Saksi Andriyanto A.W.  

c) Saksi I Gusti Putra Evando Evictor R.G.A Als Gusti Bin Sutarno.  

d) Saksi Toyo Didiawan Als Kipli Bin m. Hasan Basri.   

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memberikan 

keterangan yang saling mendorong keterangan Terdakwa dan saling 

bersesuaian satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa Terdakwa pada 

hari Senin tanggal 05 Desember 2016 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah 

Terdakwa di Desa Sokaraja Wetan RT.04 RW.01, Kecamatan Sokaraja, 
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Kabupaten Banyumas, membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Saksi Toyo 

dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). 

2. Keterangan Saksi  

Dipersidangan Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 05 Desember 

2016 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Wetan 

RT.04 RW.01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Terdakwa benar 

telah membeli sepeda motor tanpa suratsurat dari Saksi Toyo dengan harga Rp. 

1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). 

  Hakim memperoleh keyakinan atas pembuktian dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa telah terjadi tindak pidana dan 

terdakwalah yang bersalah melakukanya.  

Unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 

34/Pid.B/2017/PN Bms adalah sebagai berikut  : 

a. Barang siapa  

b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, 

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 

diperoleh dari kejahatan. 

Dalam unsur-unsur  tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai 

berikut : 

a. Unsur barang siapa 

Dimuka persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana 

dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang 

yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan 

barangsiapa adalah terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo. 

b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, 

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 

diperoleh dari kejahatan. 

Berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  dimuka 

persidangan dan rumusan unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, 

terdakwa terbukti secara sah perbuatanya memenuhi unsurunsur tindak pidana 

penadahan. 

 

 

 

 

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

penadahan dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms 

Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan 

Negeri Banyumas dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms, 

dengan terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo dituntut melakukan tidak pidana 
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“Penadahan”. Terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo dituntut pidana penjara 

1 (satu) tahun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 

ayat 1 (satu) KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhi hukuman 6 

bulan penjara kepada Terdakwa, penerapan unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP 

adalah sebagai berikut : 

a. Barang siapa  

b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, 

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus 

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 

Semua unsur-unsur tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim satu-

persatu dengan cara menghubung-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh 

selama persidangan dengan masing-masing unsur, sebagai berikut : 

a. Unsur barang siapa 

Dimuka persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana 

dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang 

yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan 

barangsiapa adalah terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo. 

b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, 

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 

diperoleh dari kejahatan. 

Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah (Sudarto, 1986) : 

a) Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan 
kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakutnakuti 
orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari 
tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);  

b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik 

tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat; 

c) Untuk mencegah dilakukanya tindak pidana demi pengayoman negara, 

masyarakat, dan penduduk, yakni : 

1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota 

masyarakat yang berbudi baik dan berguna; 

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak 

pidana. 

 

Menurut teori tujuan pemidanaan berkembang beberapa teori tentang 

tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori 

perlindungan sosial. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek 

sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana. Berikut adalah 

penjelasan teori-teori pemidanaan (Priyanto, 2009) : 
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a) Teori Absolut, menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari 
kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan 
penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalanya sipelaku harus diberi 
penderitaan atau pembalasan.  

b) Teori Relatif, dasar teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk 

melaksanakan maksud atau dari tujuan hukuman itu, yakni memperbaiki 

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, teori ini 

bertujuan untuk mencegah kejahatan. 

c) Teori Gabungan, teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan 

teori relatif ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

tertib masyarakat. Penjatuhan hukuman menurut teori ini bertujuan 

untuk mempertahankan tata tertib hukum dan untuk memperbaiki 

pribadi si penjahat. 

Terkait uraian-uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, 

menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Budiarto 

alias Budi Bin Sutaryo. Putusan majelis hakim relatif lebih ringan dari tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun, menurut teori tujuan pemidanaan 

penulis merujuk pada teori gabungan yaitu penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki 

pribadi si penjahat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatanya, 

hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penulis kurang 

memberikan efek jera terhadap terdakwa serta untuk memberikan wawasan 

kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan tindak pidana kejahatan. 

Pada putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms terdakwa dijatuhi hukuman 

6 (enam) bulan penjara. Dalam hal penulis menganggap penerapan Pasal 480 

ayat 1 (satu) KUHP yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah tepat, merujuk 

pada pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP jenis tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa termasuk tindak pidana penadahan biasa. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1) Dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 

34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak 

pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan 

2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan 

saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, yang di atur 

dalam Pasal 184 KUHAP, maka majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

dan meyakinkan majelis hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwa telah terbukti secara sah. 

2) Penerapan  hukum  hakim  dalam  putusan  perkara 

nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms oleh penuntut umum sudah tepat, 

penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai 

sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu 



S.L.R Vol.1 (No.1) : 99-106 
 

106 
 

perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang 

dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) 

KUHP. Namun, penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan 

tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara yang 

dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut 

umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana penadahan. 

 

2. Saran 

1) Majelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi 

pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat 

meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali 

tidak memberikan efek jera bagi pelaku. 

2) Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap 

barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga 

pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti 

pembelian karena bisa saja barang tersebut adalah barang hasil 

kejahatan. 
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